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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara cerai talak antara:

I (U 37 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
|
I <ccamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung,
sebagai Pemohon;
melawan
I 1 ur 36 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dina
Apriyanti (Saudara) | N
I <-bupaten Bandung, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 9
November 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama
Soreang dalam register Nomor 0428/Pdt.G/2018/PA.Sor, tanggal 27 November
2018 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada

Tanggal 07 Juni 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan telah dicatat
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/ 09/V1/2002 tanggal 07 Juni 2002.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal
bersama terakhir di rumah kediaman orangtua Termohon |
. <ccamatan
Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis
dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari

perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

a. . 2002 ahir Bandung Oktober 2003;
b. | tang9al lahir Bandung 02 Juli 2006;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak
selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon sejak bulan Juli 2015 mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara
lain karena:

- Termohon diketahui selalu menuntut lebih nafkah di luar kemampuan
Pemoho, adapun jika memberi Rp.2.000.000/Bulan akan tetapi Termohon
selalu merasa tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

- Termohon diketahui bersikap cuek keapda Pemohon ketika sedang
berada dirumah, seperti sudah kurang baik dalam hal berkomunikasi
dengan Pemohon, serta jarang untuk menyiapkan makanan kepada
Pemohon;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah
tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya
sejak bulan September 2016 antara Pemohon dan Termohon terlibat
pertengkaran dan Termohon meninggalkan rumah kediaman sehingga
Telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami
istri.
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7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah
tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan
kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup
lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah
berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil
para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk
itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan
memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (D
untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (I EEEEEENEGEGEGEGEGE
)

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak
pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang
menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang sesuai dengan relaas
Nomor 0428/Pdt.G/2018/PA.Sor dan ketidakhadiran Termohon tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada
Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon,

namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
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(@

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 27 November
2018, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon
tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 287/ 09/V1/2002 tanggal 07 Juni 2002
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah
diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Bukti Saksi

1. . . ur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di |
I <-bupaten Bandung. Saksi adalah Paman

Pemohon.
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama _
I schaoai istri Pemohon;

— Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon dengan | G
. Kccamatan Bojongsoang,

Kabupaten Bandung;

— Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan
Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2015 mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon

bertengkar;
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— Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon karena Termohon diketahui selalu menuntut lebih nafkah di
luar kemampuan Pemohon dan Termohon diketahui bersikap cuek
kepada Pemohon ketika sedang berada di rumah;;

— Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak
lebih kurang bulan September 2016 yang lalu;

— Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga
Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap

mau bercerai dari Termohon ;

2. . 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di [N
I <bupaten Bandung. Saksi adalah

Sepupu Pemohon.
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama _
I scba0ai istri Pemohon;

— Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon dengan alamat || G
|
Kabupaten Bandung;

— Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan
Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2015 mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa Saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon
bertengkar;

— Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon karena Termohon diketahui selalu menuntut lebih nafkah
di luar kemampuan Pemohon;

— Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan September 2016 yang lalu;
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— Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga
Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap

mau bercerai dari Termohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan
mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap
dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang
tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga
negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang
absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan
langsung kepada Termohon terbukti bahwa Termohon beralamat di rumah
orang tua Termohon dengan alamat Kampung Bojongsoang RT. 01 RW. 01,
Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Soreang
berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon

tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
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kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan
oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 HIR.,
perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal
82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal
4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun
demikian Mejelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar
berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya
dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian
Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon,
karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal
7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta
Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan
Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu
akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen serta cocok
dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah
dengan Termohon pada tanggal 07 Juni 2002, oleh karena itu harus dinyatakan
bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat
materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat
formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon
adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa

permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (legal standing), dan
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Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum
(persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam
mengajukan permohonan cerai talak adalah karena rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sejak bulan Juli 2015 tidak rukun dan tidak harmonis lagi
karena Termohon diketahui selalu menuntut lebih nafkah di luar kemampuan
Pemoho, adapun jika memberi Rp.2.000.000/Bulan akan tetapi Termohon
selalu merasa tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan Termohon diketahui
bersikap cuek kepada Pemohon ketika sedang berada dirumah, seperti sudah
kurang baik dalam hal berkomunikasi dengan Pemohon, serta jarang untuk
menyiapkan makanan kepada Pemohon dan sejak bulan September 2016
Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut,
jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil
permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang
bernama [

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di
persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas
minimal saksi, dan keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon
selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (in person), telah menghadap
sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di
bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah
memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta
relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus
dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat
materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal
172 HIR jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9
tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
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Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai
bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta
pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum
pernah bercerai;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September
2016;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga
Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis
berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada
lagi kedamaian, rasa kasih sayang telah berubah dengan kebencian, rumah
tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan untuk
mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi
penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (matrimonial
guilt), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun
penyebabnya, yang jelas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah
dan tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down), tidak ada lagi prospek
pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap
dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi
kedua belah pihak dan anak mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk Firman Allah

dalam surat al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi:
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Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;
Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah
sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (way out), maka
perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar
keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan
dan kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal
itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal
menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan

tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

Artinya : Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar
hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian
harus ada/cukup alasan, di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi
dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah
berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam,
maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan
Agama Soreang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan

maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon
yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (GG i«
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (GGG

I ¢ dcpan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Moch. Syah
Ariyanto, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.l. dan
Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
yang sama dan dibantu oleh Bustanul Aripin, S.H.l. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.
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Hakim Anggota Hakim Anggota

Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.I. Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Bustanul Aripin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran :Rp  30.000,00
2. Proses :Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon :Rp  70.000,00
4. Panggilan Termohon :Rp 170.000,00
5. Redaksi :Rp 5.000,00
6. Materai :Rp 6.000,00

Jumlah :Rp 331.000,00
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